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Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang membuat perjanjian terikat untuk
memenuhi perjanjian tersebut. Hukum yang mengatur tentang perjanjian merupakan bidang hukum yang
sangat penting di era globalisasi terutama mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaks bisnis
internasional.Para pel aku bisnis yang hendak melaksanakan perjanjian harus memahami tentang aturan
hukum pel aksanaan perjanjian bukan hanyaitu saja,melainkan para pihak harus memahami dengan seksama
pentingnya asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian diantaranya asas kebebasan berkontrak,asas pacta
sunt servanda,konsesualisme dan itikad baik, diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan
mencegah adanya permasal ahan,kesewenang-wenangan yang akan terjadi. Metode penelitian yang
digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Sengketa mengena permasalahan
perjanjian salah satunya pembatal an perjanjian pengaturan pembatalan perjanjian hukum diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam Pasal 1266 KUH Perdata syarat-syarat pembatalan harus
terpenuhi yaitu perjanjian tersebut harus bersifat timbal balik,adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu
pihak dan pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim,Pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata
masih menjadi kontroversi dikalangan ahli hukum maupun praktisi hukum karena terdapat beberapa alasan
mengenai prosedur pengadilan,mengenai wanprestasi dianggap syarat batal suatu perjanjian.Perkara
pembatalan perjanjian secara sepihak dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena tidak
memenuhi perjanjian,tidak didasari dengan aasan yang dibenarkan menurut kesepakatan yang merupakan
perbuatan yang melanggar kewajiban hukum. Perkara-perkara mengenai pembatalan perjanjian secara
sepihak sebagai perbuatan melawan hukum hendaknya dapat dijadikan yurisprudensi sehingga dapat
menciptakan kekonsistenan hakim dalam menerapkan hukum,dan dalam membuat perjanjian para pihak
memahami dan menetapkan asas-asas yang terikat dalam perjanjian diantaranya asas kebebasan
berkontrak,konsesualisme,pacta sunt servanda,dan itikad baik agar terciptanya kepastian hukum dan berjalan
sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak.

<hr>

An agreement is the part of the law of contract since every single entities who conclude the agreement are
bound to execute the clauses written thereunder. Nowadays contract law is considered as an important and
vital part of law in this globalization era, especialy in supporting commercial activities and international
business transactions. Tradesmen and businessmen who seek to engage in business activities are intimately
associated with ?agreements? or ?contracts? therefore these people should be familiar with laws and
regulations in making contract. Not merely that, also they should understand thoroughly the principlesin
making contracts such as the freedom of contract principle, pacta sunt servanda principle, concensualism
and good faith principles. These principles should be performed when making contract to ensure that the
legal certainty isuphold aswell asto avoid legal disputes and/or arbitrariness that may arise. The research
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method used hereis alibrary research method which has the normative ? juridical nature.The dispute that
may arises from a contract / agreement includes the termination of agreement matter. This matter is
regulated under Article 1266 of Indonesian Civil Code where it is written that the requirements to terminate
an agreement includes: it has to be reciprocal, a party does not fulfill his obligation and the termination
should be requested to the Court. The application of Article 1266 of Indonesian Civil Codeisstill
controversial amongst law experts and law practitioners since there are certain constraints concerning Court
procedure and also practice shows people only consider unfulfillment of obligation / wanprestas as the sole
requirement to terminate an agreement. An unilateral termination of agreement may be disputed on the basis
of unlawful act / tort pursuant to Article 1365 of Indonesian Civil Code since it is not based on the reasons
agreed by the parties within the agreement that they consider against the law. To create a consistency in
applying the law, disputes concerning unilateral termination of agreement as anunlawful act / tort should be
regarded as a jurisprudence in Indonesia.



